BAB VI
PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kemitraan Pemerintah Daerah Dan
Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai

Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model kemitraan yang lebih dominanan antar pemerintah dan masyarakat
dalam tata kelola pariwisata Labuan Bajo yaitu kemitraan sinergis.
Pada kemitraan ini yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat
sama — sama memberikan keuntungan dan pengaruh yg cukup besar bagi
masing- masing pihak. Dengan adanya kemitraan tersebut memberikan
Pendapatan Asli Daerah yang cukup meningkat bagi Kabupaten
Manggarai Barat. Dan keuntungan lain pun juga bisa dirasakan oleh
masyarakat setempat dan para pengusaha lokal, dengan pembenahan
infrastruktur yang ada sehingga minat para wisatawan meningkat, dan
fasilitas-fasilitas merekapun digunakan dan produk-produk lokal atau
ekonomi kreatif masyarakat yang ada di sekitar Labuan Bajo menjadi
semakin laris berkat datangnya para wisatawan. Sehingga kemitraan ini

bisa dikatakan sedikit membantu mensejahterakan kehidupan mereka.
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2.

Faktor pendukung dalam Tata Kelola Pariwisata Labuan Bajo yaitu
potensi daerah yang sangat mendukung, daya tarik yang bisa mengundang
parawisatawan untuk datang berkunjung dan partisipasi masyarakat yang
tinggi untuk pariwisata Labuan Bajo sehingga dapat mengembangkan dan
membangun objek pariwisata Labuan Bajo yang lebih baik dan dapat
manarik perhatian wisatawan sedangkan faktor penghambat adalah
keterbatasan dana dan rendahnya SDM sehingga menghambat

pembangunan dalam tata kelola pariwisata Labuan Bajo.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dikemukakan beberapa saran

sebagai berikut:

1)

2)

Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus lebih giat-giat untuk mengelola
dan mempromosikan objek pariwisata Labuan Bajo agar jumlah
kunjungan wisatawan asing maupun lokal tiap tahunnya semakin
meningkat.

Pemerintah Daerah harus lebih giat membuka jaringan lain seperti
mengajak investor untuk menanam modal usaha sehingga dapat
membantu ketersediaan dana untuk pariwisata Labuan Bajo sehingga
tidak hanya mengharapkan dana dari APBD. Manggarai Barat saat ini
sudah menjadi daerah tujuan para investor baik dalam negeri maupun

investor asing. Namun, investasi yang masuk harus tetap dikendalikan
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3)

4)

agar betul-betul bisa mendatangkan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Pasalnya, masih ada
kekhawatiran investasi asing yang semakin bebas dapat memukul
pengusaha lokal di sejumlah sektor, seperti restoran, hotel, spa, dlI.
Pemerintah daerah harus lebih berupaya meningkatkan SDM seperti
membuka sekolah khusus untuk privat bahasa inggris agar masyarakat
lokal bisa dengan mudah berbicara dengan para wisatawan asing.

Bagi para pengusaha yang yang tidak membayar pajak, pemerintah harus
selalu mengingatkan kepada pelaku usaha agar patuh aturan dan
memenuhi kewajiban kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk
pajak, karena pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dan dilakukan tindak pidana apabila ada yang

melanggar ketentuan wajib pajak.
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